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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

LAPORAN REKAPITULASI DATA  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN 
PUBLIK NASIONAL (SP4N) – LAYANAN ASPIRASI 

DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR!) 
 

TRIWULAN I 2024 
 

Januari 
Februari 

Maret 
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Dumas 
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A. LATAR BELAKANG 

Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama di Lingkungan 

Kementerian Agama merupakan pedoman kita dalam menangani indikasi pelanggaran 

dalam melakukan pelayanan publik dan merupakan salah satu bentuk peran serta 

masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengaduan Pelayanan merupakan sebuah mekanisme penyampaian 

pengaduan terkait pelayanan yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan 

pegawai yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat leluasa 

bisa menyampaikan aspirasi, perimintaan informasi serta pengaduan kepada instansi 

yang diinginkan. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama di Lingkungan Kementerian 

Agama. 

 

C. MONITORING PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN 

Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), dilakukan secara berkala pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan hasil rekap pada 

Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut : 
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D. MONITORING DAN EVALUASI 

Bahwa monitoring yang dilakukan atas hasil rekapitulasi data pengaduan pelayanan di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2024, 

bahwa penyelesaian pengaduan pelayanan dilakukan dengan baik, terbukti dari tidak 

adanya laporan yang belum ditindaklanjuti. 

Atas dasar laporan pengaduan pelayanan tersebut dilakukan evaluasi pimpinan 

terhadap perbaikan layanan yang masih kurang maksimal dengan kebijakan melakukan  

pembinaan ASN berkala agar ASN melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, 

serta mengintruksikan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga disiplin. 
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E. TINDAK LANJUT 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan pelayanan di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2024, 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segera melakukan 

tindak lanjut dengan membuat inovasi layanan yang memudahkan masyarakat untuk 

mengakses layanan antara lain melalui system online yang terintegrasi dengan system 

layanan maupun melalui media sosial sebaga sarana untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 
 
 
 

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I 
NIP. 197204122000031002 
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

LAPORAN REKAPITULASI DATA  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN 
PUBLIK NASIONAL (SP4N) – LAYANAN ASPIRASI 
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TRIWULAN II 2024 
 

April 
Mei 
Juni 
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A. LATAR BELAKANG 

Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama di Lingkungan 

Kementerian Agama merupakan pedoman kita dalam menangani indikasi pelanggaran 

dalam melakukan pelayanan publik dan merupakan salah satu bentuk peran serta 

masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengaduan Pelayanan merupakan sebuah mekanisme penyampaian 

pengaduan terkait pelayanan yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan 

pegawai yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat leluasa 

bisa menyampaikan aspirasi, perimintaan informasi serta pengaduan kepada instansi 

yang diinginkan. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama di Lingkungan Kementerian 

Agama. 

 

C. MONITORING PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN 

Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), dilakukan secara berkala pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan hasil rekap pada 

Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut : 
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D. MONITORING DAN EVALUASI 

Bahwa monitoring yang dilakukan atas hasil rekapitulasi data pengaduan pelayanan di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Triwulan II Tahun 2024, 

bahwa penyelesaian pengaduan pelayanan dilakukan dengan baik, terbukti dari tidak 

adanya laporan yang belum ditindaklanjuti. 

Atas dasar laporan pengaduan pelayanan tersebut dilakukan evaluasi pimpinan 

terhadap perbaikan layanan yang masih kurang maksimal dengan kebijakan melakukan  

pembinaan ASN berkala agar ASN melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, 

serta mengintruksikan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga disiplin. 
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E. TINDAK LANJUT 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan pelayanan di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Triwulan II Tahun 2024, 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segera melakukan 

tindak lanjut dengan membuat inovasi layanan yang memudahkan masyarakat untuk 

mengakses layanan antara lain melalui system online yang terintegrasi dengan system 

layanan maupun melalui media sosial sebaga sarana untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 
 
 
 

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I 
NIP. 197204122000031002 
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TIMUR 
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A. LATAR BELAKANG 

Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama di Lingkungan 

Kementerian Agama merupakan pedoman kita dalam menangani indikasi pelanggaran 

dalam melakukan pelayanan publik dan merupakan salah satu bentuk peran serta 

masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengaduan Pelayanan merupakan sebuah mekanisme penyampaian 

pengaduan terkait pelayanan yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan 

pegawai yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat leluasa 

bisa menyampaikan aspirasi, perimintaan informasi serta pengaduan kepada instansi 

yang diinginkan. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama di Lingkungan Kementerian 

Agama. 

 

C. MONITORING PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN 

Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), dilakukan secara berkala pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan hasil rekap pada 

Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut : 
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D. MONITORING DAN EVALUASI 

Bahwa monitoring yang dilakukan atas hasil rekapitulasi data pengaduan pelayanan di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2024, 

bahwa penyelesaian pengaduan pelayanan dilakukan dengan baik, terbukti dari tidak 

adanya laporan yang belum ditindaklanjuti. 

Atas dasar laporan pengaduan pelayanan tersebut dilakukan evaluasi pimpinan 

terhadap perbaikan layanan yang masih kurang maksimal dengan kebijakan melakukan  

pembinaan ASN berkala agar ASN melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, 

serta mengintruksikan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga disiplin. 
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E. TINDAK LANJUT 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan pelayanan di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2024, 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segera melakukan 

tindak lanjut dengan membuat inovasi layanan yang memudahkan masyarakat untuk 

mengakses layanan antara lain melalui system online yang terintegrasi dengan system 

layanan seperti website dan aplikasi pusaka, maupun melalui media sosial yang 

dikelola Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebaga sarana untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 
 
 
 

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I 
NIP. 197204122000031002 
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TIMUR 
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A. LATAR BELAKANG 

Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama di Lingkungan 

Kementerian Agama merupakan pedoman kita dalam menangani indikasi pelanggaran 

dalam melakukan pelayanan publik dan merupakan salah satu bentuk peran serta 

masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengaduan Pelayanan merupakan sebuah mekanisme penyampaian 

pengaduan terkait pelayanan yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan 

pegawai yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat leluasa 

bisa menyampaikan aspirasi, perimintaan informasi serta pengaduan kepada instansi 

yang diinginkan. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama di Lingkungan Kementerian 

Agama. 

 

C. MONITORING PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN 

Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), dilakukan secara 

berkala pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan hasil 

rekap pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut : 
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D. MONITORING DAN EVALUASI 

Bahwa monitoring yang dilakukan atas hasil rekapitulasi data pengaduan 

pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Triwulan 

IV Tahun 2024, bahwa penyelesaian pengaduan pelayanan dilakukan dengan baik, 

namun perlu ditingkatkan untuk koordinasi dengan unit kerja terkait, karena masih 

adanya laporan yang belum ditindaklanjuti atau sudah ditindaklanjuti namun belum 

tuntas. 

Dengan adanya laporan pengaduan pelayanan yang belum ditindaklanjuti 

tersebut dilakukan evaluasi terhadap Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan dengan 

melakukan pergantian maupun menambah anggota Tim Penanganan Pengaduan 

Pelayanan. 

Atas pengaduan pelayanan yang masuk pada Triwulan IV Tahun 2024 ini pada 

dasarnya sudah ditindaklanjuti pada Triwulan sebelumnya, namun terjadi laporan 

pengaduan ditempat lainnya, maka perlu dilakukan perbaikan layanan yang masih 

kurang maksimal dengan kebijakan melakukan  pembinaan ASN berkala agar ASN 

melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mengintruksikan kepada 

seluruh pegawai untuk tetap menjaga disiplin. 
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E. TINDAK LANJUT 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan pelayanan 

di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV Tahun 

2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segera 

melakukan tindak lanjut dengan membuat inovasi layanan yang memudahkan 

masyarakat untuk mengakses layanan. 

Inovasi yang dilakukan antara lain dengan membuat system layanan online yang 

terintegrasi, sosialisasi melalui website dan juga penggunaan aplikasi pusaka kepada 

masyarakat luas. Sosialisasi dan informasi layanan melalui media sosial yang dikelola 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga terus dilakukan sebagai 

sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 
 
 
 

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I 
NIP. 197204122000031002 


